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Berdasarkan Ketentuan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 anggota Dewan Perwakilan Rakyat
berhak mengajukan Rancangan Undangundang. Juga telah dikemukakan bahwa menurut Pasal 5 ayat (1)
Undang-Undang Dasar 1945 bahwa Presiden memegang kekuasaan membentuk undang-undang dengan
persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Dalam penjelasan tentang Undang-Undang Dasar Negara Indonesia,
bahwa kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat adalah kuat. Dengan ini tidak bisa dibubarkan oleh Presiden
(berlainan dengan sistem parlementer) kecuali itu anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat semuanya
merangkap anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat. Dapat dikatakan bahwa DPR memegang kekuasaan
leg idatif (kekuasaan membentuk undangundang). Dalam praktek ketatanegaraan Indonesia, banyak RUU
yang berasal dari pemerintah, sementara RUU usul inisiatif DPR hampir tidak dijumpai, hal ini mungkin
disebabkan dalam realitasnya pihak pihak pemerintah (Presiden) yang lebih banyak mengetahui persoalan-
persoalan kongkrit dalam kehidupan kemasyarakatan. Hal ini mengingat paham negara hukum,
kesgjahteraan menghendaki agar pemerintah |ebih berperan sebagai peiayan masyaralcat, juga melihat
bahwa pemerintah mempunyai tenaga-tenaga ahli di bidang pembangunan dan kehidupan kenegaraan dan
kemudian prosedur.untuk membicarakan RUU usul inisiatif |ebih berat bila dibandingkan dengan
membicarakan RUU dari pemerintah. Rancangan undang-undang dapat pula dimajukan oleh anggota DPR
(hak inisiatif anggota dewan). Rancangan ini meskipun datangnya dari anggota dewan kemudian dapat
persetujuan dari anggota dewan masih memerlukan pengesahan dari Presiders (Pasal 21 UUD 1945).
Dengan demikian dalam pembuatan undang-undang antara Presiden dan DPR mempunyai kekuasaan yang
berimbang, meskipun dalam kenyataan datangnya rancangan undang-undang lebih banyak dari pemerintah.
Menurut penulis untuk mengetahui faktor-faktor apakah yang mempengaruhi lemahnya DPR dalam
pembentukan undang-undang perlu dilihat dari faktor-faktor sistem politik, faktor tata tertib, faktor
merekruit anggota DPR, faktor sosial budaya, faktor kualitas anggota DPR, faktor-faktor kewenangan
anggaran dan faktor staf ahli dan faktor komitmen politik dan komitmen moral. Konkristasi penelitian ini
adalah bahwa Dewan Perwakilan Rakyat sesuai dengan apa yang diamanatkan oleh UUD 1945 tidak dapat
dilaksanakan dimana disebabkan oleh faktor sistem folitik, tata tertib, kruitmen anggota, sosial budaya. staf
ahli, kualitas anggota DPR, kewenangan anggaran, komitmen politik dan komitmen moral. Matra menurut
hemat penulis perlu dipenuhi sehingga Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana yang diamanatkan oieh
UUD 1945 dapat dilaksanakan secara optimal. Sehingga sebagai wakil rakyat dapat menampung dan
menyel esaikan persoalanpersoalan yang semakin mengglobal di dalam kehidupan masyarakat sehingga
tercerminlah suatu kehidupan yang sejahtera dan makmur.
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